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Latar Belakang dan Tujuan
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Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional:

“Dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP sampai dengan ditetapkannya RKP, dilakukan koordinasi yang 

meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.” 

Tujuan Forum Komunikasi Publik:

Mendapatkan masukan dan tanggapan atas rancangan awal RKP Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan, 

termasuk dari unsur non-pemerintah



Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan
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*)Catatan: Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) UU No. 59 Tahun 2024, Penyusunan RPJM Daerah wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan

semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025—2045 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan perubahannya. 3



Kerangka Pikir Rancangan Awal RKP Tahun 2026

Elaborasi lebih lanjut akan disampaikan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
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RPJP Nasional 2025 - 2045

UU No. 59 Tahun 2024

RPJM Nasional 2025-2029 
Perpres No. 12 Tahun 2025

RPJMN 2025-2029: RPJPN Tahap I yang telah diintegrasikan dengan Visi dan Misi 

Presiden (Asta Cita) menjadi 8 Prioritas Nasional. 

• Digitalisasi Pendidikan

• Pengelolaan Sampah

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

2. Penurunan Kemiskinan

3. Peningkatan Kualitas SDM

“Trisula Pembangunan” dalam RPJMN: 

3 pilar utama pembangunan nasional 

Integrasi

+

• Sekolah Rakyat

• Pengentasan Kemiskinan

Direktif Presiden
• Koperasi Desa/Kelurahan

Merah Putih

RKP Tahun 2026

Tema RKP 2026
“Kedaulatan Pangan dan Energi serta

Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”



TERIMA KASIH“
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Kanal Masukan dan Tanggapan

Masukan/Tanggapan dapat disampaikan sampai dengan tanggal 28 Mei 2025

https://linktr.ee/FKP_2026 
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